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Dinamika Digitalisasi Perbankan Syariah: Integrasi Teknologi
Finansial, Model Bisnis, dan Pengawasan Kepatuhan Syariah di Era
Modern

Septia Ramadani, Hendra

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif
fenomena digitalisasi perbankan syariah, mulai dari transformasi model
bisnis hingga tantangan pengawasan kepatuhan syariah di era teknologi
finansial. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang ekstensif,
artikel ini menganalisis bagaimana integrasi teknologi seperti kecerdasan
buatan, maha-data (big data), dan blockchain telah meredefinisi
operasional bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan
pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya
meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan perbankan seluler dan
open banking, tetapi juga menuntut pembaruan kerangka kerja tata kelola
syariah. Sistem pengawasan harus berevolusi dari audit periodik menjadi
real-time monitoring untuk memastikan setiap algoritma transaksi tetap
sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah. Kesimpulannya, sinergi antara
inovasi teknologi dan integritas kepatuhan syariah merupakan pilar utama
bagi keberlanjutan perbankan Islam dalam menghadapi persaingan global
yang hiper-kompetitif. Kata Kunci: Digitalisasi Perbankan, Bank Syariah,
Teknologi Finansial, Kepatuhan Syariah, Inklusi Keuangan.

AbstractThis study aims to comprehensively examine the phenomenon of
Islamic banking digitalization, ranging from business model transformation
to the challenges of sharia compliance supervision in the era of financial
technology. Through a qualitative approach and extensive literature review,
this article analyzes how the integration of technologies such as artificial
intelligence, big data, and blockchain has redefined Islamic bank operations
to increase efficiency and market reach. The results show that digitalization
not only increases financial inclusion through mobile banking and open
banking services but also demands an updated sharia governance
framework. The supervision system must evolve from periodic audits to real-
time monitoring to ensure every transaction algorithm remains aligned with
the principles of magashid al-sharia. In conclusion, the synergy between
technological innovation and sharia compliance integrity is the main pillar
for the sustainability of Islamic banking in facing hyper-competitive global
competition.Keywords: Banking Digitalization, Islamic Bank, Financial
Technology, Sharia Compliance, Financial Inclusion.

Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam
dekade terakhir telah memicu disrupsi fundamental di seluruh sektor
industri, tidak terkecuali pada industri perbankan syariah global maupun
nasional. Digitalisasi bukan lagi sekadar wacana futuristik atau fitur
pelengkap, melainkan telah bertransformasi menjadi tulang punggung
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operasional dan strategi keberlanjutan (sustainability strategy) bagi institusi
perbankan. Akselerasi digital ini semakin tidak terelakkan pasca-pandemi,
di mana perubahan perilaku konsumen menuntut ketersediaan layanan
keuangan yang cepat, nirkontak, dan dapat diakses dari mana saja tanpa
batasan waktu dan ruang. Dalam konteks ini, bank syariah dihadapkan
pada urgensi untuk melakukan lompatan inovasi agar tidak tertinggal oleh
agresivitas bank konvensional maupun perusahaan rintisan teknologi
finansial (tekfin) (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023;
Hakim, 2021).

Transformasi digital dalam perbankan syariah pada hakikatnya merupakan
integrasi menyeluruh antara teknologi digital dan seluruh aspek layanan
keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Integrasi ini
mencakup digitalisasi proses internal (back-office automation),
pengembangan saluran distribusi elektronik (mobile dan internet banking),
hingga penciptaan ekosistem keuangan terbuka (open banking). Namun,
adaptasi teknologi ini membawa kompleksitas tersendiri bagi bank syariah,
karena setiap baris kode algoritma dan alur arsitektur sistem harus
dipastikan terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir
(spekulasi). Digitalisasi perbankan syariah harus dimaknai sebagai upaya
memodernisasi cara, tanpa sedikit pun mengorbankan atau mereduksi
esensi dari nilai-nilai magashid al-syariah (tujuan syariat) (Rahman, 2020;
Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Implementasi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence/Al), maha-data (Big Data Analytics), komputasi awan (Cloud
Computing), hingga blockchain menawarkan lompatan efisiensi yang belum
pernah terbayangkan sebelumnya. Melalui analisis maha-data, bank
syariah kini mampu memahami profil risiko dan perilaku transaksi nasabah
secara jauh lebih personal dan akurat (credit scoring presisi). Di sisi lain,
otomatisasi berbasis Al sanggup memangkas biaya operasional dan
mempercepat proses persetujuan pembiayaan dari yang semula memakan
waktu berminggu-minggu menjadi hanya dalam hitungan jam. Efisiensi
berbasis teknologi ini menjadi sangat krusial bagi bank syariah untuk
menekan Cost of Fund (biaya dana) agar produk-produk pembiayaan
mereka dapat lebih kompetitif di pasar terbuka (Hasan, 2021; Ghazali,
2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Kendati menawarkan segudang keunggulan, gelombang digitalisasi ini juga
melahirkan spektrum risiko baru yang membutuhkan mitigasi regulasi yang
sangat cermat dan dinamis. Serangan keamanan siber (cybersecurity
threats), kebocoran data pribadi nasabah, hingga risiko sistemik akibat
kegagalan teknologi pihak ketiga merupakan ancaman nyata yang dapat
menghancurkan reputasi bank secara seketika. Lebih dari itu, tantangan
terberat justru terletak pada aspek tata kelola dan pengawasan kepatuhan
syariah (sharia compliance governance). Metode audit syariah tradisional
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yang bersifat sporadis dan manual dinilai tidak lagi relevan untuk
mengawasi jutaan transaksi real-time yang terjadi dalam hitungan detik
(Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Keterbatasan literasi digital syariah di kalangan Dewan Pengawas Syariah
(DPS) dan praktisi bank juga sering kali menjadi celah potensial bagi
terjadinya sharia non-compliance risk yang tidak disengaja. Diperlukan
sebuah arsitektur pengawasan teologis yang terintegrasi secara langsung
dengan sistem teknologi informasi bank, atau yang sering disebut sebagai
RegTech (Regulatory Technology) dan SupTech (Supervisory Technology)
syariah. Pengawasan berkelanjutan berbasis sistem inilah yang akan
memastikan bahwa kontrak cerdas (smart contract) maupun algoritma bagi
hasil tetap tunduk pada kaidah fikih muamalah kontemporer. Edukasi dan
pemutakhiran regulasi menjadi harga mati agar digitalisasi tidak menjadi
pedang bermata dua yang justru mencederai integritas institusi (Tanjung,
2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk memberikan telaah yang
mendalam mengenai dinamika digitalisasi perbankan syariah dari berbagai
sudut pandang strategis. Fokus kajian akan diarahkan pada analisis
transformasi model bisnis, pemanfaatan inovasi teknologi, serta
rekonseptualisasi sistem pengawasan kepatuhan syariah di era disrupsi
digital. Melalui pendekatan literatur yang komprehensif, penelitian ini
bertujuan untuk mengisi ruang diskursus akademik dan memberikan
rekomendasi kebijakan bagi para regulator, praktisi, maupun akademisi
dalam menyongsong masa depan perbankan Islam yang modern, inklusif,
dan tangguh (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari,
2020; Ritonga, 2022).

Kajian Teori

Transformasi Model Bisnis dan Inovasi Teknologi Konsep digitalisasi
perbankan tidak berhenti pada sekadar mendigitalkan formulir pembukaan
rekening, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental terhadap model
bisnis perbankan (business model transformation). Pada era perbankan
tradisional, model bisnis sangat bergantung pada ketersediaan jaringan
kantor cabang fisik (brick-and-mortar) untuk mengumpulkan dana pihak
ketiga. Namun, di era digital, perbankan syariah dipaksa untuk
bertransformasi menuju ekosistem bank tanpa cabang (branchless
banking) atau bahkan bank digital murni (neobank) yang beroperasi
sepenuhnya melalui komputasi awan. Transformasi ini mengubah
paradigma orientasi bank dari yang semula berbasis produk (product-
centric) menjadi sepenuhnya berpusat pada pengalaman pelanggan
(customer-centric) yang mulus dan tanpa hambatan (Ahmad, 2021; Siregar,
2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).
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Dalam kerangka transformasi tersebut, inovasi Open Banking dan
Application Programming Interface (APl) memainkan peran kunci dalam
memperluas jangkauan layanan bank syariah. Open banking
memungkinkan bank syariah untuk membuka sistem datanya secara aman
kepada pihak ketiga, seperti perusahaan niaga elektronik (e-commerce),
dompet digital, atau aplikasi manajemen keuangan pribadi. Kolaborasi
strategis ini menciptakan fenomena perbankan sebagai sebuah platform
(Banking as a Service/BaaS), di mana produk-produk pembiayaan syariah
atau pembayaran zakat dapat disematkan (embedded) langsung ke dalam
aktivitas digital nasabah sehari-hari. Integrasi layanan lintas platform ini
secara efektif menurunkan biaya akuisisi nasabah baru sekaligus
mempercepat akselerasi inklusi keuangan Islam di kalangan masyarakat
bawah (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman,
2022).

Lebih jauh, pemanfaatan kecerdasan buatan (Al) dan algoritma maha-data
(big data) telah merevolusi cara bank syariah memitigasi risiko kredit. Jika
sebelumnya bank sangat bergantung pada rekam jejak sistem informasi
debitur (SID) yang bersifat historis, kini credit scoring digital mampu
menganalisis ribuan titik data alternatif. Data-data tersebut meliputi histori
pembayaran utilitas bulanan, pola perilaku belanja di platform niaga
elektronik, hingga aktivitas media sosial calon nasabah. Algoritma ini
memberikan kesempatan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)—yang sering kali tidak bankable secara konvensional—untuk
memperoleh pembiayaan syariah yang adil dan transparan (Hasan, 2021;
Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Meskipun teknologi blockchain belum diadopsi secara masif oleh seluruh
bank syariah, potensinya dalam merevolusi akad muamalah sangatlah
monumental. Konsep kontrak cerdas (smart contract) berbasis blockchain
memungkinkan eksekusi akad pembiayaan seperti murabahah (jual beli)
atau ijarah (sewa) dilakukan secara otomatis ketika prasyarat logis sistem
telah terpenuhi secara real-time. Teknologi buku besar terdistribusi ini
secara inheren sangat selaras dengan prinsip transparansi syariah, karena
ia mengeliminasi asimetri informasi dan mencegah terjadinya modifikasi
klausul perjanjian secara sepihak. Penerapan blockchain diyakini akan
memperkuat arsitektur kepercayaan publik (trust architecture) yang menjadi
pondasi utama eksistensi keuangan Islam (Nugroho, 2020; Sari, 2021,
Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Tantangan Pengawasan Kepatuhan Syariah di Era Digital Digitalisasi
yang bergerak secara masif dan hiper-konektif menghadirkan tantangan
tata kelola yang sangat pelik bagi arsitektur pengawasan kepatuhan syariah
(sharia compliance). Kompleksitas tantangan ini bermuara pada
kesenjangan (gap) kompetensi antara laju inovasi teknologi yang
dikembangkan oleh tim pengembang peranti lunak dengan kapabilitas
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literasi digital dari anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sering
kali dihadapkan pada kesulitan dalam membedah kotak hitam (black box)
algoritma Al atau menelaah arsitektur sistem back-end untuk memastikan
tidak adanya sisipan coding yang memicu kalkulasi ribawi tersembunyi.
Keterbatasan audit manual pada sistem terotomatisasi ini berisiko
meloloskan produk digital yang secara antarmuka (Ul/UX) terlihat syar',
namun mekanisme settlement (penyelesaian) di belakangnya masih
konvensional (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail,
2023; Karim, 2021).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, industri perbankan syariah
mulai mengembangkan konsep Sharia Regulatory Technology (Sharia
RegTech). Sharia RegTech merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi
itu sendiri untuk mengotomatisasi proses pengawasan, audit, dan
pelaporan kepatuhan syariah secara terintegrasi dan berkesinambungan
(continuous auditing). Dengan sistem ini, pengawasan tidak lagi dilakukan
secara retrospektif (melihat kejadian masa lalu saat audit tahunan),
melainkan berlangsung secara proaktif (preventif) dan seketika (real-time)
setiap kali transaksi terjadi. Sistem pintar ini akan segera membekukan atau
memberikan peringatan dini (early warning system) apabila mendeteksi
adanya anomali transaksi yang menyimpang dari rasio atau batasan akad
(Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga,
2022).

Dalam ranah hukum dan regulasi, percepatan digitalisasi juga menuntut
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk lebih
responsif dalam menerbitkan fatwa-fatwa kontemporer terkait instrumen
digital. Fatwa mengenai hukum uang elektronik, tanda tangan digital (digital
signature), akad melalui media elektronik (e-contract), hingga perlakuan
hukum atas aset kripto sebagai underlying transaksi menjadi kebutuhan
mendesak bagi kepastian operasional perbankan. Ketidakhadiran payung
hukum teologis yang jelas dapat memicu keraguan di kalangan investor dan
nasabah religius, yang pada akhirnya akan menghambat laju adopsi produk
digital bank syariah di masyarakat luas (Ahmad, 2021; Hidayat, 2020; Ali,
2023; Kurniawan, 2023; Yusuf, 2021).

Selain masalah kepatuhan akad, mitigasi risiko siber (cyber risk) dalam
perbankan  syariah  juga  memiliki dimensi moralitas  dan
pertanggungjawaban yang sangat serius dalam perspektif fikih (Hifdzul
Mal/perlindungan harta). Kelalaian bank dalam menerapkan standar
enkripsi data nasabah yang berujung pada peretasan (hacking) dan
hilangnya dana titipan (wadiah) merupakan bentuk pelanggaran amanah
berat. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur keamanan siber kelas
wahid tidak boleh hanya dipandang sebagai beban biaya operasional (cost
center), melainkan sebagai kewajiban religius (fardhu kifayah) bagi institusi
bank syariah. Keamanan teknologi yang mumpuni adalah wujud nyata dari
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implementasi kehati-hatian (prudence) dalam menjaga titipan harta umat
(Siregar, 2022; Usman, 2022; Wijaya, 2022; Ramadhan, 2020; Ritonga,
2022).

Metode Penelitian Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif
melalui pendekatan kajian literatur (library research) yang memfokuskan
pada telaah dokumen, regulasi, dan karya akademik terkait. Proses
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menyisir artikel dari jurnal
ilmiah terakreditasi, laporan tahunan industri perbankan (OJK dan BI),
fatwa-fatwa DSN-MUI, serta literatur kontemporer mengenai inovasi
teknologi finansial Islam. Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif-
analitis, di mana data yang terkumpul direduksi, diklasifikasi berdasarkan
tema utama (model bisnis, teknologi, dan kepatuhan syariah), untuk
kemudian ditarik  kesimpulan  konseptualnya. @ Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk membedah secara holistik persimpangan
antara modernisasi infrastruktur perbankan dan keotentikan esensi hukum
fikih tanpa terikat pada pembuktian uji statistik kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Evolusi Layanan dan Inklusi Keuangan Syariah Lanskap digitalisasi
perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan evolusi yang sangat
masif, ditandai dengan transisi cepat dari layanan mobile banking
tradisional menuju terciptanya Super App perbankan syariah. Aplikasi super
ini tidak hanya berfungsi sebagai medium transfer uang atau cek saldo,
tetapi telah terintegrasi dengan ekosistem gaya hidup Islami (halal lifestyle
ecosystem). Melalui satu genggaman aplikasi, nasabah kini dapat membeli
tiket pesawat umrah, mendaftar porsi haji, membayar zakat dan wakaf
secara instan, berinvestasi pada reksa dana syariah, hingga mendeteksi
arah kiblat. Konvergensi layanan finansial dan spiritual ini merupakan
Unique Selling Proposition (USP) eksklusif yang membedakan bank syariah
dari pesaing konvensional, sekaligus menciptakan kedekatan emosional
(customer loyalty) yang sangat kuat (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis,
2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Dampak paling signifikan dari akselerasi digitalisasi ini terlihat jelas pada
percepatan agenda inklusi keuangan nasional, khususnya di daerah-
daerah rural (pedesaan) yang sebelumnya belum terjangkau akses
perbankan fisik. Inovasi pembukaan rekening sepenuhnya secara digital
(digital onboarding) yang didukung oleh verifikasi biometrik dan Electronic
Know Your Customer (e-KYC) berhasil memangkas birokrasi dan biaya
operasional perbankan secara drastis. Berkat teknologi ini, generasi
milenial dan Gen-Z di pelosok daerah dapat dengan mudah menjadi bagian
dari sistem keuangan formal hanya bermodalkan telepon pintar dan koneksi
internet. Demokratisasi akses keuangan ini selaras dengan prinsip keadilan
distributif dalam ekonomi Islam, di mana kesejahteraan tidak boleh hanya
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berputar di kalangan masyarakat perkotaan elit semata (Rahman, 2020;
Fauzi, 2022; Zain, 2021, Arifin, 2023; Usman, 2022).

Di segmen pembiayaan produktif, kolaborasi (sinergi) antara bank syariah
dan perusahaan teknologi finansial (tekfin) pembiayaan urun dana (peer-to-
peer lending) berbasis syariah telah melahirkan skema penyaluran kredit
yang jauh lebih lincah (agile). Melalui skema channeling (penerusan
pembiayaan), bank syariah berperan sebagai penyedia likuiditas dana
institusional (institutional lender), sementara tekfin bertugas mengakuisisi
dan menganalisis kelayakan kredit nasabah UMKM menggunakan
algoritma mahadata mereka. Sinergi ini secara elegan menutupi kelemahan
struktural masing-masing pihak: bank mengatasi masalah kekakuan
birokrasi internalnya, sementara tekfin mendapatkan sumber dana yang
murah dan stabil. Kolaborasi ini terbukti sangat efektif dalam mendongkrak
porsi pembiayaan UMKM yang menjadi denyut nadi perekonomian riil
Indonesia (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf,
2021).

Namun, evolusi layanan digital ini juga memperlebar kesenjangan (digital
divide) di kalangan nasabah lansia atau masyarakat di wilayah dengan
infrastruktur telekomunikasi yang buruk. Ada kekhawatiran bahwa
penutupan kantor cabang fisik secara agresif demi mengejar efisiensi digital
akan mengeksklusi secara perlahan nasabah-nasabah tradisional yang
masih bergantung pada interaksi tatap muka dengan petugas (teller). Oleh
karena itu, pendekatan phygital (gabungan fisik dan digital) harus tetap
dipertahankan oleh bank syariah sebagai strategi masa transisi.
Keberadaan agen laku pandai (branchless banking agent) syariah di
warung-warung desa dapat menjadi jembatan hibrida yang efektif untuk
melayani transaksi tunai sembari terus mengedukasi masyarakat mengenai
penggunaan aplikasi dompet digital (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya,
2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Pembaruan Arsitektur Pengawasan dan Tata Kelola Syariah
Transformasi digital yang eksponensial ini secara absolut menuntut
pembaruan radikal (overhaul) terhadap arsitektur pengawasan dan tata
kelola kepatuhan syariah (sharia governance) di tingkat kelembagaan
perbankan. Pengawasan pasif yang hanya bergantung pada laporan
sampel acak secara kuartalan dinilai sudah sangat usang dan berbahaya
jika dipertahankan. Bank syariah modern wajib mengintegrasikan
parameter syariat sejak hari pertama pada fase perancangan produk
teknologi, sebuah konsep yang dikenal sebagai Sharia by Design. Dalam
paradigma ini, DPS tidak hanya dipanggil untuk memberikan stempel
persetujuan di akhir proses, tetapi harus terlibat aktif bersama arsitek TI (IT
Architect) untuk menerjemahkan batas-batas fikih ke dalam parameter
logika sistem aplikasi (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020;
Ismail, 2023; Karim, 2021).
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Implementasi konsep Sharia RegTech menjadi kebutuhan instrumen yang
tidak dapat ditawar lagi untuk mewujudkan pengawasan yang presisi dan
proaktif. Beberapa bank syariah perintis mulai menanamkan algoritma audit
smart contract yang mampu mendeteksi dan memblokir secara otomatis
apabila terjadi kesalahan perhitungan nisbah bagi hasil yang tidak sesuai
dengan akad awal. Sistem audit seketika (continuous auditing) ini
meminimalisasi unsur kesalahan manusia (human error) dan mencegah
terjadinya penumpukan denda atau kerugian di pihak nasabah. Lebih jauh,
otomatisasi ini membebaskan waktu para ahli syariah dari rutinitas
pengecekan dokumen manual, sehingga mereka dapat lebih berfokus pada
inovasi kajian pengembangan produk keuangan yang lebih kompleks
(Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga,
2022).

Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lintas disiplin ilmu
menjadi kunci keberhasilan adaptasi bank syariah di era turbulensi digital.
Institusi perbankan harus segera melahirkan generasi hibrida (hybrid talent)
yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kodifikasi hukum fikih
muamalah kontemporer sekaligus menguasai literasi fundamental
mengenai arsitektur ilmu komputer, algoritma kecerdasan buatan, dan
keamanan siber. Pendidikan vokasi dan sertifikasi khusus terkait Sharia
Financial Technology harus digalakkan oleh institusi otoritas perbankan
untuk menutup celah kompetensi ini. Tanpa ketersediaan talenta hibrida ini,
bank syariah akan selalu bergantung pada vendor IT pihak ketiga, yang
berisiko melemahkan kendali internal atas kerahasiaan data dan kemurnian
desain algoritma syariah perusahaan (Ahmad, 2021; Zain, 2021; Ali, 2023;
Kurniawan, 2023; Ramadhan, 2020).

Pada konklusinya, digitalisasi harus diposisikan bukan sebagai ancaman
yang mendisrupsi, melainkan sebagai akselerator utama (katalisator) yang
akan membawa perbankan syariah menuju skala ekonomi global. Inovasi
teknologi yang diimbangi dengan kedisiplinan pengawasan Sharia by
Design akan mengeliminasi persepsi kuno bahwa bank syariah lamban dan
kaku secara prosedural. Justru, integrasi ini akan melahirkan sebuah model
perbankan baru yang tidak hanya super cepat dan canggih secara
operasional, tetapi juga kokoh dalam menegakkan keadilan transaksi,
transparansi, dan moralitas sosial. Kesiapan merangkul digitalisasi ini akan
menentukan apakah perbankan Islam sekadar mampu bertahan hidup
(survive) atau mampu menjadi pemimpin (market leader) sejati di era
industri keuangan masa depan (Siregar, 2022; Usman, 2022; Wijaya, 2022;
Ismail, 2023; Ritonga, 2022).

Kesimpulan Berdasarkan kajian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan
bahwa digitalisasi perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan yang
telah merombak total model bisnis, interaksi nasabah, dan struktur
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operasional industri. Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, integrasi
aplikasi pemrograman (API/Open Banking), dan otomatisasi berbasis
mahadata berhasil mendongkrak efisiensi dan mengakselerasi tingkat
inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri. Namun, modernisasi ini
membawa konsekuensi tuntutan pembaruan pada sistem tata kelola
pengawasan, di mana model audit konvensional harus segera bermutasi
menuju Sharia by Design dan pengawasan terotomatisasi (Sharia
RegTech). Keberhasilan bank syariah dalam memenangkan persaingan di
era digital sangat bergantung pada kemampuannya menyinergikan
kecanggihan algoritma teknologi dengan integritas pengawasan teologis
yang proaktif, demi terwujudnya layanan keuangan yang canggih, etis, dan
berkeadilan.
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